ABSTRAK

Pencemaran limbah di badan sungai merupakan tindakan pelanggaran
hukum bila tidak dimilikinya suatu izin dari pemerintah yang bertanggung jawab
menanganinya. Banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Bantul merupakan
tantangan untuk menjaga lingkungan agar senantiasa asri. Diterbitkannya
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah
menjadi penerang agar masa depan lingkungan hidup Kabupaten Bantul tetap
dapat dijaga keasriannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara
izin membuang limbah dan mengetahui pelaksanaan izin pembuangan limbah
milik PG/PS Madukismo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil
dari perilaku manusia, baik perilaku verbal iyang didapat melalui wawancara
maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan
digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan
fisik maupun arsip. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikikan izin
pembuangan izin air limbah di Kabupaten Bantul sangat sedikit dan mayoritas
dimiliki oleh pelaku usaha besar, sedangkan kepemilikan izin PG/PS Madukismo
sejauh ini hanya memiliki izin membuang air limbah oleh pabrik gula sedangkan
pabrik spritus tidak memiliki izin. Fungsi Pemerintah Daerah sebagai penjaga
lingkungan hidup juga belum berjalan, disebabkan tidak adanya sanksi
adminstratif atau sanksi yang lain kepada pelaku pelanggaran aturan pembuangan
air limbah di Kabupaten Bantul.
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